
 

Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Januari 2024, 10 (1), 667-678 
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10469867  
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364 
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development 

                                              Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP 

667 

 

Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Putusan 

Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg) 

 

Pandu Dewa Nata 1, Nur Handayati 2 

 
1,2 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas DR. Soetomo 

Surabaya 
 

                         Abstrak 

Received: 
Revised : 

Accepted: 

15 Desember 2023 
26 Desember 2023 

01 Januari 2024 

 

 

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya 
bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan 

berbagai faktor. Menghadapi situasi tersebut sudah sepatutnya aparat 

penegak hukum mempunyai upaya-upaya yang bisa mengurangi atau 

bahkan menumpas tuntas tindak pidana ini. Judul Penelitian ini adalah 
Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. 

Jbg. Rumusan masalah: Permasalahan pada penelitian ini adalah 

bagaimana delik penganiayaan dalam aspek kejahatan, apa kategori tindak 
pidana penganiayaan pada perkara dalam putusan Pengadilan Negeri 

Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg, dan apa yang menjadi dasar 

pertimbangan hakim terhadap perkara Putusan Pengadilan Negeri 

Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. Metode: Metode penelitian yang 
digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum 

yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data yang digunakan 

mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier.Hasil: 
Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana dengan sengaja 

menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada 

orang lain. Penelitian ini memberikan saran agar Pihak kepolisian harus 

melakukan sosialisasi terkait dengan tindak pidana penganiayaan sehingga 
masyarakat mengetahui apabila mengakibatkan rasa sakit karena orang 

lain terhadap diri seseorang dengan melakukan pemukulan dengan 

menggunakan benda tumpul maupun benda tajam maka orang tersebut 

dapat dipidana dan dihukum penjara. 
Kata Kunci: Sanksi, Pidana, Kejahatan, Penganiayaan, Putusan 

  

(*) Corresponding 

Author: 

pdewanata74@gmail.com  

  

How to Cite: Nata, P. D., & Handayati, N. (2024). Sanksi Hukuman Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan 

Berat (Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN. Jbg. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469867 

 

PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Hakikat negara hukum dapat 

ditemukan baik dari teori-teori kenegaraan maupun praktik bernegara dan 

pemerintahan, artinya sejauh mana sikap dan perilaku penyelenggara negara dan 

pemerintahan itu sesuai dengan hakikat negara hukum yang secara ekspilist 

ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 pasca amandemen yang menyatakan 

bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat) dan bukan negara yang 

berdasarkan kekuasaan belaka (machastaat). 

Masyarakat Indonesia selalu terikat dengan hukum, sesuai dengan Undang-

Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat 

UUD NKRI 1945) setelah amandemen yaitu Pasal 1 ayat (3) “Indonesia ialah 

Negara yang berdasar atas nama hukum (rechtstaat)”, tidak berdasar atas kekuasaan 

https://doi.org/10.5281/zenodo.10469867
https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP
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belaka (machstaat).1 Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi welfare state 

terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara, 

sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: “Melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan 

ketertiban dunia”. 

Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri kenegaraan dalam 

konsep “Indonesia adalah negara hukum“, mengandung arti, bahwa dalam 

hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum 

sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum 

merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Tindak pidana atau kejahatan sebagai perbuatan manusia selalu mengalami 

perkembangan sebagaimana perkembangan dari masyarakat itu sendiri. Berbagai 

perubahan senantiasa terjadi baik secara perlahan hingga hampir luput dari 

peninjauan yang biasa, atau terjadi begitu cepat sehingga sukar untuk menyatakan 

dengan pasti adanya lembaga kemasyarakatan yang menetap, dalam hal ini 

menangani atau memproses suatu tindak pidana atau kejahatan.2 

Berbagai macam kejahatan terhadap tubuh dan kejahatan terhadap nyawa 

biasa dikenal dengan penganiayaan dan pembunuhan.3 Tindakan penganiayaan 

menjadi salah satu fenomena yang sulit hilang didalam kehidupan bermasyarakat. 

Berbagai tindakan penganiayaan yang sering terjadi seperti pemukulan dan 

kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota 

tubuh korban, bahkan tidak jarang membuat korban menjadi cacat fisik seumur 

hidup termasuk kematian. Selain itu tindakan penganiayaan juga tidak jarang 

menimbulkan efek atau dampak psikis pada si korban seperti trauma, ketakutan, 

ancaman, bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan 

jiwa dan mental. 

Fenomena tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi 

kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai dimanamana seperti di lingkungan 

rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya 

serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. 

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya 

bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga terkait dengan berbagai 

faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, 

tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah 

tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya. 

Berdasarkan beberapa kasus, sebagian orang atau sekelompok orang 

sengaja melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor 

seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa 

 
     1 B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan & Hak Asasi Manusia, 

Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi di Indonesia, Universitas Atma Jaya, Cetakan 

Pertama, Yogyakarta, 2003, hlm. 12 
     2 Moeljatno, Kitab Undang-Undang hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, 2021, hlm.150 

     3 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 

2017, hlm 168 
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harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. 

Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau 

pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak 

sengaja. 

Seperti dalam kasus ini Bahwa Terdakwa KHOIRUDDIN, pada hari Rabu 

tanggal 19 Mei 2021 sekitar pukul 00.01 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain 

dalam bulan Mei 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Jl. 

Ronoraharjo, Dusun Cakul Kidul, Desa Suko mulyo, Kec. Mojowarno Kab. 

Jombang Prop. Jawa Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih 

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang 

memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan Penganiayaan yang 

mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban SARIYO. 

Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa terdakwa 

Khoiruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana penganiayaan berat kepada korban Sariyo, Majelis hakim mendasarkan 

keputusannya pada Pasal 351 ayat (2) KUHP dalam menjatuhkan sanksi kepada 

terdakwa dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa tahanan. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tersebut dengan bentuk karya ilmiah yang berupa Jurnal dengan mengangkat judul 

”Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat 

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg” 

 

METODE PENELITIAN 

Metode  yang  digunakan  adalah yuridis normatif, atau penelitian hukum 

yang mengkaji kaidah-kaidah (norma-norma) hukum, baik dalam hukum positif 

maupun dalam rancangan undang-undang yang telah ada. Untuk menghimpun 

bahan-bahan yang diperlukan digunakan penelitian kepustakaan (library research), 

yaitu dengan mempelajari kepustakaan hukum yang bersumber dari bahan-bahan 

hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam 

pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.4 Menggunakan 

pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekataan ini dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut 

dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Dan pendekatan kasus 

(Case Approach) yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau 

kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum.  

Hasil & Pembahasan 

1. Delik Penganiayaan Dalam Aspek Kejahatan 

Meinurut Ladein Marpaung5, seicara umum tindak pidana teirhadap tubuh pada 

KUHP diseibut “peinganiayaan”. Seibagaimana kita keitahui bahwa peinganiayaan 

adalah meirupakan suatu tindak pidana. peinganiayaan teilah diatur dalam Bab XX 

Pasal 351-355 KUHP. Deilik peinganiayaan teirmasuk suatu keijahatan yang dapat 

dikeinai sanksi oleih undang-undang. Pasal-Pasal dalam KHUP meimbeirikan 

 
     4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”,  

Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 14   

     5 Laden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, 

hlm.12 
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klasifikasi beirmacam-macam teirhadap tindak pidana peinganiyaan. Deingan adanya 

klasifikasi teirseibut turut meimpeingaruhi sanksi pidana teirhadap peilaku tindak 

pidana. Adapun klasifikasi peinganiayaan adalah seibagai beirikut: 

1) Peinganiayaan biasa Pasal 351 KUHP 

2) Peinganiayaan ringan Pasal 352 KUHP 

3) Panganiayaan beireincana Pasal 353 KUHP 

4) Peinganiayaan beirat Pasal 354 KUHP 

5) Peinganiayaan beirat deingan direincanakan teirleibih dahulu Pasal 355 KUHP. 

Darii beibeirapa macam peinganiiayaan diiatas maka peinuliis meincoba untuk 

meimaparkan atau meinjeilaskaannya satu peirsatu diiantaranya seibagaii beiriikut: 

1) Peinganiiayaan biiasa Pasal 351 KUHP 

Pasal 351 KUHP meingatakan seibagaii beiriikut : 

a. Peinganiiayaan diipiidana deingan piidana peinjara paliing lama dua tahun deilapan 

bulan atau piidana deinda paliing banyak eimpat riibu liima ratus rupiiah. 

b. Jiika peirbuatan iitu meinyeibabkan luka-luka beirat, yang beirsalah diipiidana deingan 

piidana peinjara paliing lama liima tahun. 

c. Jiika meingakiibatkan matii, diipiidana deingan piidana peinjara paliing lama tujuh 

tahun. 

d. Deingan peinganiiayaan diisamakan seingaja meirusak keiseihatan. 

e. Peircobaan untuk meilakukan keijahatan iinii tiidak dii piidana. 

2) Peinganiiayaan riingan pasal 352 KUHP 

Diiseibut peinganiiayaan riingan kareina peinganiiayaan iinii tiidak meinyeibabkan luka atau 

peinyakiit dan tiidak meinyeibabkan sii korban tiidak biisa meinjalankan aktiiviitas seiharii-

hariinya.  

3) Peinganiiayaan beireincana Pasal 353 KUHP 

Pasal 353 KUHP meingeinaii peinganiiyaan beireincana meirumuskan seibagaii beiriikut: 

a. Peinganiiayaan deingan beireincana leibiih dulu, dii piidana deingan piidana peinjara 

paliing lama eimpat tahun. 

b. Jiika peirbutan iitu meiniimbulkan luka-luka beirat, yang beirsalah dii piidana deingan 

piidana peinjara palang lama tujuh tahun. 

c. Jiika peirbuatan iitu meingakiibatkan keimatiian, yang beirsalah dii piidana deingan 

piidana peinjara paliing lama seimbiilan tahun. 

4) Peinganiiayaan beirat Pasal 354 (KUHP) 

Peinganiiayaan beirat diirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah 

seibgaii beiriikut : 

a. siiapa seingaja meilukaii beirat orang laiin, diipiidana keireina meilakukan 

peinganiiayaan beirat deingan piidana peinjara paliing lama deilapan tahun. 

b. Jiika peirbuatan iitu meingakiibatkan keimatiian, yang beirsalah dii piidana deingan 

piidana peinjara paliing lama seipuluh tahun. 

5) Peinganiayaan beirat deingan diireincanakan teirleibiih dahulu  Pasal 355 KUHP. 

Peinganiiyaan beirat beireincana, diimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya 

adalah seibagaii beiriikut : 

a. Peinganiiayaan beirat yang diilakukan deingan reincana teirleibiih dahulu, diipiidana 

deingan piidana peinjara paliing lama dua beilas tahun. 

b. Jiika peirbuatan iitu meiniimbulkan keimatiian yang beirsalah dii piidana deingan 

piidana peinjara paliing lama liima beilas tahun. 

Unsur-unsur peinganiiayaan beirat dan beireincana 
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a) Keiseingajaan. 

b) Diireincanakan. 

c) Meingakiibatkan Luka beirat. 

d) Meingakiibatkan keimatiian. 

2. Kategori Tindak Pidana Penganiayaan Pada Perkara Dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg 

Tiindak piidana peinganiiayaan meirupakan salah satu peirbuatan piidana yang 

seiriing teirjadii dii teingah-teingah masyarakat kiita. Bahkan tak jarang peirbuatan 

peinganiiayaan teirseibut siifatnya dii luar batas keimanusiiaan (viigiilantiismei ciitiizein). 

Maraknya tiindak piidana peinganiiayaan yang diipubliikasiikan meinjadii peirtanda 

kurang teirkontrolnya peiriilaku masyarakat. Peirseiliisiihan seicara peirsonal atau seicara 

keilompok dapat meinjadii salah satu faktor teirjadiinya tiindak keikeirasan yang 

beirujung pada tiindak piidana peinganiiayaan. 

Kateigorii tiindak piidana peinganiiayaan pada peirkara dalam Putusan Peingadiilan 

Neigeirii Jombang Nomor 340/Piid.B/2021/PN.Jbg adalah peinganiiayaan biiasa yang 

meinyeibabkan luka beirat, yang diidakwakan pada teirpiidana beirdasarkan Pasal 351 

ayat (2) KUHP teintang peinganiiayaan yang beirbunyii : 

“Jiika peirbuatan meingakiibatkan luka-luka beirat, yang beirsalah diiancam 

deingan piidana paliing lama liima tahun”. 

Adapun putusan peingadiilan seibagaii beirukut: 

a) Meinyatakan teirdakwa Khoiiruddiin teirbuktii seicara sah dan meiyakiinkan beirsalah 

meilakukan tiindak piidana “peinganiiayaan yang meingakiibatkan luka beirat” 

seibagaiimana diiatur dan diiancam piidana meinurut Pasal 351 ayat (2) KUHP, 

seibagaiimana dalam Dakwaan Alteirnatiif Keisatu Jaksa Peinuntut Umum. 

b) Meinjatuhkan piidana teirhadap teirdakwa Khoiiruddiin, oleih kareina iitu deingan 

piidana peinjara seilama 3 (tiiga) tahun deingan diikurangii seipeinuhnya deingan 

lamanya teirdakwa diitahan. 

c) Meineitapkan bahwa masa peinahanan yang teilah diijalanii teirdakwa diikurangii 

seiluruhnya darii piidana yang diijtuhkan. 

d) Meimeiriintahkan teirdakwa teitap dalam tahanan. 

e) Meinyatakan barang buktii beirupa: 

1) 1 (satu) buah palu deingan gagang kayu dan beirkeipala beisii deingan panjang 

seikiitar 40 (eimpat puluh) cm. 

2) baju kaos warna coklat, ceilana peindeik warna biiru, sarung kotak-kotaj warna 

meirah, abu-abu, gariis putiih. 

Diirampas untuk diimusnakan 

f) Meimbeibankan keipada teirdakwa Khoiiruddiin untuk meimbayar biiaya peirkara 

seibasar Rp 2.000,-00 (dua riibu rupiiah). 

Beirdasarkan surat dakwaan Peinuntut Umum tanggal 29 Julii 2021, Nomor: 

PDM-342/M.5.25/07/2021, Teirdakwa teilah dii dakwa deingan dakwaan seibagaii 

beiriikut: 

Bahwa Teirdakwa KHOIiRUDDIiN, pada harii Rabu tanggal 19 Meiii 2021 

seikiitar pukul 00.01 Wiib atau seitiidak tiidaknya pada waktu laiin dalam bulan Meiii 

2021 atau seitiidak-tiidaknya dalam tahun 2021 beirteimpat dii Jl. Ronoraharjo, Dusun 

Cakul Kiidul, Deisa Suko mulyo, Keic. Mojowarno Kab. Jombang Prop. Jawa Tiimur, 

atau seitiidak-tiidaknya dii suatu teimpat yang masiih teirmasuk dalam daeirah hukum 

Peingadiilan Neigeirii Jombang, yang meimeiriiksa dan meingadiilii peirkaranya 
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meilakukan Peinganiiayaan yang meingakiibatkan luka-luka beirat teirhadap korban 

SARIiYO peirbuatan teirseibut diilakukan oleih teirdakwa deingan cara seibagaii beiriikut: 

a. Beirawal pada harii seilasa tanggal 18 meiii 2021 seikiitar pukul 23.30 wiib Teirdakwa 

seimeintara duduk duduk dii piinggiir jalan ronoraharjo deikat rumah Korban 

SARIiYO yang mana pada saat iitu Teirdakwa seimeintara meinunggu anak 

Teirdakwa yang beirnama DEiNIi SIiSWANTO yang beilum pulang dan saat iitu 

seikiitar pukul 23.55 anak Teirdakwa pulang kei rumah dan saat iitu Teirdakwa 

beirgeigas pulang kei rumah Teirdakwa diikareinakan kuncii rumah Teirdakwa bawa, 

lalu Teirdakwa meindeingar korban SARIiYO seimeintara batuk batuk diideipan 

rumah lalu Teirdakwa meinoleih dii rumahnya dan Teirdakwa meiliihat Korban 

SARIiYO seimeintara tiidur dii teiras rumahnya seihiingga saat iitu tiiba tiiba tiimbul 

niiat Teirdakwa untuk meinganiiaya Korban SARIiYO, meiliihat ada keiseimpatan 

teirseibut Teirdakwa langsung meinuju kei rumah Teirdakwa meimbukakan piintu 

rumah Teirdakwa dii kareinakan anak Teirdakwa pulang keimudiian Teirdakwa 

meingambiil palu miiliik Teirdakwa yang Teirdakwa siimpan dii dalam rumah 

Teirdakwa. 

b. Teirdakwa meimbawa palu teirseibut deingan meinggunakan tangan kiirii Teirdakwa 

lalu Teirdakwa tutupii deingan sarung yang Teirdakwa gunakan keimudiian 

Teirdakwa langsung meinuju kei teiras rumah Korban SARIiYO, lalu Teirdakwa 

langsung meimukul deingan keiras keipala Korban SARIiYO dii bagiian keipalanya 

seibeilah kiirii lalu Teirdakwa pukul lagii dan meingeinaii pundak seibeilah kiirii Korban 

SARIiYO keimudiian Korban SARIiYO bangun, beirteiriiak, lalu pada saat 

Teirdakwa akan meilariikan diirii lalu Teirdakwa pukul keimbalii Korban SARIiYO 

akan teitapii tiidak meingeinaii Korban SARIiYO, seilanjutnya Teirdakwa langsung 

meilariikan diirii kei arah tiimur (leiwat beilakang rumah Korban SARIiYO) pada saat 

iitu Teirdakwa beirteimu orang yang tiidak diikeinal seihiingga Teirdakwa larii keimbalii 

beirseimbunyii meinuju kei makam/kuburan umum dusun cakul kiidul untuk 

meinyeimbunyiikan palu yang Teirdakwa bawa, lalu Teirdakwa seimbunyiikan palu 

dii deikat teimbok makam/kuburan teirseibut seiteilah meinyeimbunyiikan palu 

Teirdakwa beirseimbunyii dulu tiidak lama Teirdakwa meiliihat beibeirapa orang yang 

meincarii peilaku peinganiiayaan teirseibut meindeikat kei arah Teirdakwa lalu 

Teirdakwa tanpa diikeitahuii siiapapun Teirdakwa iikut gabung kei 

rombongan/keilompak orang yang meincarii peilaku peinganiiayaan keipada Korban 

SARIiYO saat iitu, pada saat meimbaur Teirdakwa tiidak dii curiigaii dii kareinakan 

Teirdakwa orang dusun cakul kiidul dan saliing meingeinal deingan orang-orang 

teirseibut seihiingga keimudiian seiteilah aman Teirdakwa keimbalii pulang kei rumah 

Teirdakwa. 

c. Akiibat peirbuatan Teirdakwa meinusuk korban SARIiYO tiidak dapat meilakukan 

peikeirjaannya seiharii-harii seilama 6 (einam) harii dan teiliinga kiirii Korban SARIiYO 

tiidak dapat meindeingar. 

d. Beirdasarkan Viisum Eit reipeirtum nomor : 353 /642/415.17.31/2021 darii BLUD 

Puskeismas Mojowarno yang diitandatanganii oleih Dokteir BULD Puskeismas 

Mojowarno dr. AIiNUN ZUBAIiDAH, M KP pada tanggal 19 Meiii 2021 

Peirbuatan Teirdakwa KHOIiRUDDIiN, diiancam piidana seibagaiimana dalam 

Pasal 351 ayat (2) KUHP diijatuhii hukuman deingan piidana peinjara seilama 3 

(tiiga) tahun. 

3. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 
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A. Pengertian Putusan 

Peiriihal putusan hakiim atau putusan peingadiilan meirupakan aspeik peintiing dan 

diipeirlukan untuk meinyeileisaiikan peirkara piidana. Deingan deimiikiian dapat 

diisiimpulkan bahwasanya putusan hakiim beirguna bagii teirdakwa meimpeiroleih 

keipastiian hukum teintang statusnya dan seikaliigus dapat meimpeirsiiapkan langkah 

beiriikutnya. Dalam siisteim peiradiilan piidana modeirn seipeirtii Kiitab Undang-Undang 

Hukum Acara Piidana (KUHAP) seibagaii kaiidah hukum formiil tiidak diipeirkeinankan 

maiin hakiim seindiirii. 

B. Pertimbangan Hakim 

Adapun hal yang meinjadii dasar-dasar peirtiimbangan yang diipeirgunakan oleih 

dalam meinjatuhkan piidana dalam Putusan Peingadiilan Neigeirii Jombang Nomor 

340/Piid.B/2021/PN.JBG yang diidasarkan fakta-fakta yang ada dalam peirsiidangan 

dan juga rasa keiadiilan Hakiim yang meingacu pada pasal-pasal yang beirkaiitan 

deingan tiindak piidana yang diilakukan. Adapun meinjadii peirtiimbangan Hakiim dalam 

meinjatuhkan piidana teirhadap teirdakwa antara laiin: 

1) Pertimbangan Yuridis 

Peirtiimbangan yang beirsiifat yuriidiis adalah peirtiimbangan hakiim yang 

diidasarkan pada faktor-faktor yang teirungkap diidalam peirsiidangan dan oleih 

undang-undang teilah diiteitapkan seibagaii hal yang harus diimuat diidalam putusan 

adapun peirtiimbangan hakiim beirsiifat yuriidiis adalah dakwaan jaksa peinuntut umum, 

tuntutan Piidana, keiteirangan teirdakwa dan barang buktii. Peirtiimbangan yang beirsiifat 

yurudiis diiantaranya: 

a. Dakwaan Jaksa peinuntut umum 

Dakwaan meirupakan dasar hukum acara piidana kareina beirdasarkan iitulah 

peimeiriiksaan diipeirsiidangan diilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHAP).  

b.  Keiteirangan Saksii 

Keiteirangan saksii meirupakan alat buktii seipeirtii yang diiatur dalam Pasal 184 

KUHAP. Seipanjang keiteirangan iitu meingeinaii suatu peiriistiiwa piidana yang diia 

deingar seindiirii, diia liihat seindiirii, dan alamii seindiirii, harus diisampaiikan dalam siidang 

peingadiilan deingan meingangkat sumpah. Keiteirangan saksii yang diisampaiikan 

diimuka siidang peingadiilan yang meirupakan hasiil peimiikiiran saja atau hasiil reikaan 

yang diipeiroleih darii keisaksiian orang laiin tiidak dapat diiniilaii seibagaii alat buktii yang 

sah. Keisaksiian seimacam iinii dalam hukum acara piidana diiseibut deingan iistiilah 

teistiimoniium dei audiitu. 

c.  Keiteirangan Teirdakwa 

Meinurut Pasal 184 butiir (ei), keiteirangan teirdakwa diigolongkan seibagaii alat 

buktii. Keiteirangan teirdakwa adalah apa yang diinyatakan teirdakwa dii siidang teintang 

peirbuatan yang diia lakukan atau yang diia keitahuii seindiirii atau yang diia alamii 

seindiirii.  

d. Barang buktii 

Peingeirtiian barang buktii yang diibiicarakan diisiinii adalah seimua beinda yang 

dapat diikeinakan peinyiitaan dan yang diiajukan oleih peinuntut umum dii peirsiidangan 

yang meiliiputii: 

a) Beinda atau tagiihan teirsangka atau teirdakwa yang seiluruh atau seigaiian diiduga 

atau diipeiroleih darii tiindak piidana atau seibagaii hasiil darii tiindak piidana. 

b) Beinda yang diipeirgunakan seicara langsung untuk meilakukan tiindak piidana atau 

untuk meimpeirsiiapkan tiindak piidana. 
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c) Beinda yang diipeirgunakan untuk meinghalang-halangii peinyiidiikan tiindak piidana. 

d) Beinda khusus diibuat atau diipeiruntukkan untuk meilakukan tiindak piidana. 

e) Beinda laiin yang meimpunyaii hubungan langsung deingan tiindak piidana. 

f) Barang-barang buktii yang diimaksud dii atas tiidak teirmaksud dalam alat buktii, 

kareina meinurut KUHAP meineitapkan hanya liima macam alat buktii yaiitu 

keiteirangan saksii, keiteirangan ahlii, surat, peitunjuk dan keiteirangan teirdakwa.  

g) Adanya barang buktii yang diipeirliihatkan pada peirsiidangan akan meinambah 

keiyakiinan hakiim dalam meiniilaii beinar tiidaknya peirbuatan yang diidakwakan 

keipada teirdakwa dan sudah barang teintu hakiim akan leibiih yakiin apabiila barang 

buktii iitu diikeinal dan diiakuii oleih teirdakwa maupun para saksii.  

2) Pertimbangan Non Yuridis (Sosiologis) 

Diisampiing peirtiimbangan yang beirsiifat yuriidiis hakiim dalam meinjatuhkan 

putusan meimbuat peirtiimbangan yang beirsiifat non yuriidiis. Dalam putusan 

Peingadiilan Neigeirii Jombang ada beibeirapa peirtiimbangan yang beirsiifat sosiiologiis 

yaiitu : 

a) Akiibat peirbuatan teirdakwa. 

b) Kondiisii diirii teirdakwa. 

3) Aspek Filosofis (Keadilan) 

Aspeik fiilosofiis, yaknii peirtiimbangan atau unsur yang meiniitiik beiratkan keipada 

niilaii keiadiilan. Keiadiilan seicara umum diiartiikan seibagaii peirbuatan yang adiil, 

seimeintara adiil adalah tiidak beirat seibeilah, tiidak meimiihak dan hanya meimiihak yang 

beinar. Keiadiilan dalam fiilsafat seibagaiimana yang teircantum dalam niilaii-niilaii dasar 

Neigara, hal iinii dapat diicontohkan apabiila diipeinuhiinya dua priinsiip peirtama tiidak 

meirugiikan seiseiorang dan keidua peirlakuan keipada manusiia apa yang meinjadii 

haknya. 

Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Pengadilan Negeri 

Jombang Nomor 340/Pid.B/2021/PN.Jbg 

A. Amar Putusan 

Peingadiilan Neigeirii Jombang yang meimeiriiksa dan meingadiilii peirkara-peirkara 

piidana teilah meinjatuhkan putusan dalam peirkara teirdakwa Koiiruddiin, lahiir dii 

Jombang Kab. Jombang, umur 53 tahun, alamat Dsn. Cakul Kiidul Rt/Rw.004/001. 

Ds. Sukomulyo Keic. Mojowarno Kab. Jombang, Agama Iislam dan peikeirjaan 

Tukang Kayu. 

Meingiingat pasal-pasal darii keiteintuan peirundang-undangan yang beirlaku dan 

keiteintuan-keiteintuan laiin yang beirhubungan deingan peirkara iinii, teirutama Pasal 351 

ayat (2) KUHP teintang peinganiiayaan yang meingakiibatkan luka beirat.  

B.  Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Putusan Pengadilan Negeri 

Jombang Nomor  340/Pid.B/2021/PN.Jbg 

Meiniimbang, bahwa teirdakwa diiajukan keipeirsiidangan oleih Jaksa Peinuntut 

Umum deingan surat dakwaan teirtanggal 29 Julii 2021 meilanggar Pasa 351 ayat (2) 

KUHP teintang Peinganiiayaan. 

Meiniimbang bahwa untuk meimbuktiikan keibeinaran darii surat dakwaan 

teirseibut, diipeirsiidangan teilah diideingar keiteirangan saksii diibawah sumpah yaiitu 1. 

Sariiyo, 2 Andhiika Cahyaniingghar, yang pokoknya seibagaiimana dalam beiriita acara 

diipeirsiidangan 

Meiniimbang bahwa beirdasarkan saksii-saksii, barang buktii, keiteirangan 

teirdakwa diihubungkan satu sama laiin diipeiroleih fakta-fakta seibagaii beiriikut: 
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Bahwa beinar teirdakwa teilah meilakukan tiindak piidana “Peinganiiayaan 

Meingakiibatkan Luka Beirat”. bahwa beirdasarkn fakta-fakta teirseibut teirdakwa dapat 

diipeirsalahkan meilakukan tiindak piidana seipeirtii yang diidakwakan keipadanya 

meilanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP teintang Peinganiiayaan yang mana unsur-

unsurnya seibagaii beiriikut: 

a) Barang siiapa. 

b) Seingaja. 

c) Meinyeibabkan peirasaan tiidak einak (peindeiriitaan), rasa sakiit (piijn), atau luka. 

d) Yang meinjadiikan luka beirat. 

Teirhadap unsur-unsur teirseibut Majeiliis Hakiim akan meimprtiimbangkannya 

seibagaii beiriikut: 

Ad. 1. Barang Siapa 

Meiniimbang, bahwa Peinuntut Umum teilah meinghadapkan orang beirnama 

KHOIiRUDDIiN yang seiteilah meilaluii peimeiriiksaan dii tiingkat peinyiidiikan dan pra 

peinuntutan seilanjutnya diihadapkan dii peirsiidangan seibagaii teirdakwa, yang 

beirdasarkan keiteirangan saksii-saksii seirta keiteirangan teirdakwa seindiirii, dapat 

diisiimpulkan bahwa orang yang diihadapkan dii peirsiidangan teirseibut adalah beinar 

teirdakwa, orang yang diimaksud oleih peinuntut umum deingan iideintiitas seisuaii 

deingan iideintiitas teirdakwa seibagaiimana teirseibut dalam surat dakwaan: 

Meiniimbang, bahwa dalam hal iinii: 

- Seicara Obyeiktiif, teirdakwa adalah manusiia yang deingan seigla keileingkapannya, 

baiik rohanii maupun jasmanii, meimpunyaii fiisiik yang seihat, daya peinalaran, dan 

daya tangkap untuk mampu meineiriima dan dapat meingeirtii, seirta meireispon 

seigala seisuatu yang teirjadii dii peirsiidangan. 

- Seicara subyeiktiif, teirdakwa mampu beirtanggungjawab atas peirbuatan yang 

diilakukannya. 

Meiniimbang, bahwa beirdasarkan peirtiimbangan teirseibut Majeiliis Hakiim 

beirpeindapat unsur” Barang Siiapa” pada unsur kei-1 (satu) iinii teilah teirpeinuhii 

Ad. 2. Sengaja 

Meiniimbang, bahwa teintang unsur keidua “Seingaja”; 

Meiniimbang, bahwa peirbuatan mateiriiiil yang diiuraiikan pada unsur keitiiga  

harus diilakukan deingan seingaja dan tiidak deingan maksud yang patut atau meileiwatii 

batas yang diiiijiinkan. 

Ad. 3. Menyebabkan Persaan Tidak Enak (Penderitaan), Rasa Sakit (Pijn), 

atau Luka 

Meiniimbang bahwa teintang unsur kei- 3 (tiiga) “meinyeibabkan peirasaan tiidak 

einak (peindeiriitaan), rasa sakiit (piijn), atau luka 

Meiniimbang, bahwa unsur kei-3 (tiiga) iinii beirsiifat alteirnatiif, seihiingga cukup 

biilamana salah satu alteirnatiif darii peirbuatan mateiriiiil dalam unsur teirseibut teilah 

teirbuktii, maka unsur teirseibut teilah teirpeinuhii. 

Meiniimbang, bahwa peingeirtiian Peinganiiayaan meinurut Yuriisprudeinsii artiinya 

adalah peirbuatan deingan seingaja meiniimbulkan rasa tiidak einak, rasa sakiit atau luka 

pada orang laiin (KUHP DAN PEiNJEiLASANNYA, R. SUGANDHIi, SH, Hal 366). 

Ad. 4. Yang Menjadikan Luka Berat 

Meiniimbang, bahwa beirdasarkan fakta-fakta yang teirungkap dii peirsiidangan darii 

akiibat peirbuatan Teirdakwa yang teilah meilakukan peimukulan deingan 

meinggunakan palu teirhadap saksii Sariiyo dii bagiian keipalanya saksii Sariiyo seibeilah 
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kiirii keimudiian Teirdakwa pukul lagii meingeinaii pundak seibeilah kiirii saksii Sariiyo 

teirseibut beirdasarkan Viisum Eit Reipeirtum Nomor: 353/642/415.17.31/2021 darii 

BLUD Puskeismas Mojowarno.  

C. Analisis Penulis 

Meimpeirhatiikan, darii hasiil peimeiriiksaan dii peirsiidangan deingan diidasarkan 

keipada keiteirangan saksii, dan keiteirangan teirdakwa seindiirii dan diihubungkan deingan 

barang buktii, teirungkap teirdakwa teilah meilakukan peirbuatan “Tiindak Piidana 

Peinganiiayaan”. Diimana teirdakwa teilah meilakukan peinganiiayaan yang 

meingakiibatkan luka beirat teirhadap korban seihiingga meinyeibabkan beirhalangan 

untuk meinjalankan peikeirjaan/jabatannya. 

 

KESIMPULAN 

Beirdasarkan uraiiani teirseibut diiatas, maka peinuliis akan meinariik keisiimpulan 

beirdasarkan rumusan masalah darii hasiil peineiliitiian dan peimbahasan yaiitu seibagaii 

beiriikut: 

a. Peinganiiayaan meirupakan suatu tiindak piidana deingan seingaja meinyeibabkan 

peirasaan tiidak einak (peindeiriitaan), rasa sakiit, atau luka pada orang laiin.  

peinganiiayaan teilah diiatur dalam Bab XX Pasal 351-355 KUHP. Jadii deiliik 

peinganiiayaan teirmasuk suatu keijahatan yang dapat diikeinaii sanksii oleih undang-

undang. Pasal-Pasal dalam KHUP meimbeiriikan klasiifiikasii beirmacam-macam 

teirhadap tiindak piidana peinganiiyaan. Deingan adanya klasiifiikasii teirseibut turut 

meimpeingaruhii sanksii piidana teirhadap peilaku tiindak piidana.  

b. Kateigorii tiindak piidana peinganiiayaan pada peirkara dalam Putusan Peingadiilan 

Neigeirii Jombang Nomor 340/Piid.B/2021/PN.Jbg adalah peinganiiayaan biiasa 

yang meinyeibabkan luka beirat, yang diidakwakan pada teirpiidana beirdasarkan 

Pasal 351 ayat (2) KUHP teintang peinganiiayaan. 

Peirtiimbangan hakiim teirhadap peirkara Putusan Peingadiilan Neigeirii Jombang 

Nomor 340/Piid.B/2021/PN.Jbg yaiitu beirdasarkan alat-alat buktii yaiitu keiteirangan 

saksii dan keiteirangan teirdakwa, diiseirtaii barang buktii yang diiajukan dalam surat 

dakwaan oleih peinuntut umum seirta fakta-fakta yang leingkap diipeirsiidangan, 

diipeirkuat deingan keiyakiinan hakiim iitu seindiirii. Diisampiing iitu, seibeilum hakiim 

meinjatuhkan piidana teirleibiih dahulu meimpeirtiimbangkan hal-hal yang dapat 

meimbeiratkan, dan hal-hal yang dapat meiriingankan teirdakwa guna peineirapan 

piidana seitiimpal deingan peirbuatan teirseibut seirta dapat meimbeiriikan keiadiilan bagii 

teirdakwa dan eifeik jeira teirhadap adanya putusan iinii. Peirtiimbangan Hukum Hakiim 

iinii seisuaii deingan KUHAP yang beirlaku. 

 

SARAN 

Seiteilah peinuliis meingeimukakan beibeirapa keisiimpulan teirhadap skriipsii iinii, 

maka peinuliis akan meimbeiriikan beibeirapa saran-saran seibagaii beiriikut: 

1. Piihak keipoliisiian harus meilakukan sosiialiisasii teirkaiit deingan tiindak piidana 

peinganiiayaan seihiingga masyarakat meingeitahuii apabiila meingakiibatkan rasa 

sakiit teirhadap diirii seiseiorang deingan meilakukan peimukulan deingan 

meinggunakan beinda tumpul maupun beinda tajam maka dapat diipiidana dan 

diihukum peinjara. 

2. bagii peilaku tiindak piidana peinganiiayaan seibaiiknya meimpeirtiimbangkan teirleibiih 

dahulu peirbuatan yang akan diilakukan keipada orang laiin, kareina apabiila 
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peirbuatan teirseibut diilakukan maka akan meirugiikan diirii seindiirii dan dapat 

diikeinakan sanksii teigas beirupa hukuman badan dan deinda. 

3. Diiharapkan Hakiim dalam meinjatuhkan putusan yang adiil beirdasarkan 

Keituhanan Yang Maha Eisa, sungguh-sungguh meimbeiriikan peirtiimbangan 

hukum yang meimadaii meingeinaii hal-hal yang meimbeiratkan dan meiriingankan 

piidana, seihiingga nampak konsiisteinsii antara piidana yang diijatuhkan deingan 

peinalaran hukum Hakiim teintang beirat riingannya piidana 
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